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RINGKASAN

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan programmgam kecelakaan
kerja khususnya bagi tenaga kerja kontrak, yang jadenpeserta jaminan
kecelakaan kerja pada PT. Jamsostek (Persero) ¢aleamber. Hal ini terkait
dengan maraknya perekrutan tenaga kerja dengangmeaigan sistem kontrak
yang dilakukan oleh para pengusaha. Sering kah pemaga kerja kontrak ini
tidak dilindungi dengan jaminan kecelakaan kerjdirsgga apabila terjadi
kecelakaan kerja maka keadaan mereka menjadi stargaruk karena semua
beban dan biaya harus ditanggung sendiri oleh tekaga kontrak ini. Padahal
dalam peraturan perundang-undangan mereka mendapkekludukan dan hak-
hak yang sama sebagai tenaga kerja, salah satdiayahamereka juga berhak
untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Sehibggdasarkan hal tersebut
saya tertarik untuk menulis skripsi dengan juddELRKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA
KONTRAK PADA PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBERdapun
permasalahan yang hendak dibahas adalah : pertaeagenai pelaksanaan
program jaminan kecelakaan kerja terhadap tenaga kentrak, yang kedua
adalah hak dan kewajiban tenaga kerja kontrak selpsgerta program jaminan
kecelakaan kerja dan, yang ketiga adalah prosezshggpuan klaim tenaga kerja
kontrak tersebut, yang dalam hal ini diselenggarakah PT Jamsostek (Persero)
Cabang Jember selaku badan penyelenggara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisaipskini meliputi
tipe penelitian yaitu menggunakan tigeridis normatif, pendekatan masalah
dengan metode pendekatan perundang-undasgdute approach). Berdasarkan
hal tersebut sumber bahan hukum yang digunakamt@dbhhan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non hukogrgkevan dengan tema
penulisan skripsi ini. Sedangkan analisis bahammu@alam penelitian skripsi ini
menggunakan analisigdeskriptif kualitatif ~ yaitu berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau pengolahamtmthan hukum yang non

statistik.
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Kesimpulan dari skripsi ini pada dasarnya adalalpagun yang sedang
melakukan pekerjaan atas dasar hubungan kerjaetiadudukan sebagai tenaga
kerja walaupun hanya sebagai tenaga kerja kormiakun mereka memiliki hak
dan kedudukan yang sama sepertihalnya tenaga keygng lain dalam
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja terutamangmnkecelakaan kerja yang
diselenggarakan oleh badan penyelenggara dalarmihatlalah PT. Jamsostek
(Persero) Cabang Jember. Sebagai peserta programaja kecelakaan kerja,
para tenaga kerja kontrak juga memiliki hak dan &éwan seperti tenaga kerja
yang lain, mereka juga berhak untuk mengajukannklatas kecelakaan kerja
yang menimpa mereka, karena klaim tersebut meruphké& dari tenaga kerja
termasuk tenaga kerja kontrak. PT. Jamsostek (f¢Sabang Jember juga akan
memberikan hak dan akan melayani klaim yang diajuleamaga kerja kontrak
dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan dengaratkegg yang lain

Saran dalam skripsi ini adalah bahwa peraturanng@mng-undangan yang
mengatur tenaga kerja kontrak dirasa masih belummbeekan perlindungan
yang cukup bagi kesejahteraan tenaga kerja kontddédh karena itu penulis
berharap kepada pemerintah untuk segera mengefusdeu regulasi yang baru
yang dapat memberikan perlindungan dan dapat mengzdasi segala hak dan
kewajiban para tenaga kerja kontrak. Sementardatyi para pengusaha yang
mempekerjakan tenaga kerja kontrak, penulis bephaaiea pengusaha hendaknya
berupaya untuk mendaftarkan tenaga kerja kontraleyegai peserta program
Jamsostek khususnya pada program jaminan kecel&ksan Selain hal tersebut
penulis berharap sepaya pemerintah dapat membesékesi yang tegas terhadap
para pengusaha yang tidak mengikutsertakan tenaga kontraknya dalam

program Jamsostek.
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tah@®v lyang lalau
membawa dampak perekonomian Indonesia menjadi stergaruk. Salah satu
dampak negatif bagi perekonomian Indonesia adalahgah banyaknya
perusahaan yang mengalami kemunduran usaha daakbpmga yang akhirnya
gulung tikar. Dengan banyaknya perusahaan yang aeng gulung tikar maka
akan melahirkan permasalahan baru yang sangat k&mplMasalah
ketenagakerjaan, khususnya mengenai pengangguratahadmplikasi dari
masalah tersebut di atas. Jumlah tenaga kerja yaeggalami pemutusan
hubungan kerja ditambah dengan jumlah angkatana kgasing setiap tahun
bertambah mengakibatkan masalah pengangguran mepgkeriaan rumah
pemerintah yang sangat sulit untuk diselesaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkaggemgguran
terbuka (TPT) pada Februari 2005 di Indonesia meaicd0,3
persen, lebih tinggi dari Agustus 2004 yang hanghesar 9,9
persen. Sedangkan, jumlah penduduk yang bekergmdakriode

enam bulan yang sama, hanya bertambah 1,2 juta@,oyaitu dari

93,7 juta menjadi 94,9 juta orang. "Artinya jumiaénganggur baru

mencapai 600 ribu orang”. (Riska S. Handayani. 20Hp:/

www.Tempolnteraktif.com./html). (18 September 2007)

Mengingat tingginya tingkat pengangguran yang ddandonesia dan
sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, mdvagilan. keadaan tenaga
kerja Indonesia menjadi sangat lemah dan tidakayardBanyak sekali orang
yang mau bekerja sebagai apapun dan dengan keteb&gmimanapun walau
sebenarnya ketentuan tersebut merugikan orang yemgangkutan, hal ini
dilakukan karena demi memenuhi kebutuhan hidup kaere

Keadaan yang seperti itu sangat menguntungkangeargusaha, mereka
berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang Wbiéakudengan upah yang
rendah. Selain itu mereka juga menggunakan sistemsatau cara tertentu demi
mendapatkan keuntungan yang besar. Salah satimsysteg mereka gunakan

adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja dengam sentrak.



Hubungan kerja yang berdasar atas kontrak kerjdn ldisenangi

oleh pengusaha karena memberikan keuntungan yasey lbagi

pengusaha. Pengusaha tidak memiliki kewajiban umtakberikan

pesangon bagi tenaga kerja kontraknya, pengusapa @apat
memutus atau tidak memperpanjang masa kontrak deteymga

kerjanya apabila dirasa sudah tidak produktif [@gifinawati. 2005

http:// Mappi.co.id/html). (15 Juli 2007).

Kerja Kontrak dilandasi oleh adanya syarat wakaitu apabila pekerjaan
tersebut bersifat musiman, tergantung cuaca, atpatddipastikan bahwa
pekerjaan tersebut tidak memakan waktu lama. Nanampaknya filosofis ini
sering disalah artikan oleh masyarakat. Pengusadiaerapkan kontrak kerja
tanpa melihat unsur waktu. Misalnya, pekerjaan gabguru yang saat ini
menggunakan sistem kontrak. Padahal pekerjaan @etpagy bukan merupakan
pekerjaan musiman. Selain itu, pekerjaan mengapmupakan pekerjaan yang
tidak akan pernah selesai.

Sistem lain yang juga sangat merugikan tenaga HKdrjgsusnya
tenaga kerja kontrak adalah sistemtsourcing. Outsourcing atau
alih daya adalah proses pemindahan tanggung jaersdmga kerja
dari perusahaan induk ke perusahaan lain diluarspéaan induk.
Perusahaan diluar perusahaan induk bisa bevepdor, koperasi
ataupun instansi lain yang diatur dalam suatu kedsdpn tertentu.
Outsourcing dalam regulasi ketenagakerjaan bisa hanya mengpngk
tenaga kerja pada proses penduk(mop core business unit) namun
dalam prakteknya semua lini kerja bisa dialihkamag@i unit
outsourcing.(AnjarPriandoyo.200Rhttp://AnjarPriandoyo/wordpress.
com/html). (10 Mei 2007).

Outsourcing seringkali dipahami sebagai sebuah strategi kasipet
perusahaan untuk fokus pada inti bisnisnya. Nanada prakteknyautsourcing
pada umumnya didorong oleh ketamakan sebuah peasamtuk menekarost
serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntunganggéingginya yang
seringkali melanggar etika bisnis. Hampir semuaugsiaan yang ada saat ini
memiliki (dan akan terus mengembangkan) duisourcing-nya. Kecenderungan
ini tidak hanya pada perusahaan padat tenaga (kegaufaktur, tekstil) tapi juga
perusahaahigh tech (telekomunikasi, banking), hingdarge/ small distribution
company.



Outsourcing seringkali mengurangi hak-hak karyawan yang

seharusnya dia dapatkan bila menjadi karyawan p&ma

(kesehatan,benefit dll). Outsourcing pada umumnya menutup

kesempatan karyawan menjadi permanen. Posisourcing selain

rawan secara sosial (kecemburuan antar rekan) ragan secara

pragmatis (kepastian kerja, kelanjutan kontrak,ijam pensiun).

(Anjar Priandoyo. 2007.http://AnjarPriandoyo/wordgs.com/html).

(10 Mei 2007).

Dengan banyaknya perusahaaatsourcing yang bermunculan dan
beroperasi maka semakin besar pula jumlah tenaga kentrak yang menjadi
pekerjanya, karena pada dasarnya pekerjaan yatmmgditi dengan sistem
outsourcing adalah pekerjaan yang bersifat kontrak, sehingggakvannyapun
umumnya bersifat kontrak. Dengan banyaknya tenagga kkontrak berarti
semakin banyak tenaga kerja yang kurang mendapptéindungan dan jaminan
sosial tenaga kerja yang seharusnya mereka miti&iena pada umumnya
perusahaautsourcing kurang memperhatikan kesejahteraan dan jamindal sos
tenaga kerjanya.

Himpitan kehidupan dan keadaan ekonomi mereka yaamakin
memburuk menyebabkan segala sistem dan ketentuag giatetapkan oleh
pengusaha tersebut diterima dan disepakati olehtpaaga kerja.

Nilai tawar buruh yang rendah apabila berhadapamgah pengusaha
membuat para tenaga kerja khususnya tenaga kerfjeakanerasa tidak berdaya
dan tidak dapat berbuat apapun ketika kesejahtedaanjaminan sosial yang
seharusnya mereka dapatkan dilanggar dan disimpalefi para pengusaha.
Disisi lain pengusaha merasa mampu dan berkuasahpatas tenaga kerja
kontrak yang mereka pekerjakan.

Kesejahteraan dan jaminan sosial yang seharusmapdtkan oleh tenaga
kerja kontrak hampir sama sekali belum mereka easapadahal mayoritas
pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja kontrak &dpé&kerjaan yang berat dan

penuh dengan resiko.



Pemerintah sebagai pelaksana amanat Undang-Un@masar 1945
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayah@ hexbunyi “Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidypag layak bagi
kemanusiaan” diharapkan dapat memberikan perlirmlundan pengayoman
terhadap para tenaga kerja khususnya tenaga lerjeak.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh permkrinintuk
menyelesaikan problematika hubungan industrialranp@ngusaha dengan para
tenaga kerja kontrak tersebut adalah dengan meafialu suatu regulasi atau
peraturan perundang-undangan yang dapat mengaanaselas dan tegas serta
proporsional dan tidak merugikan salah satu pilak pengusaha maupun tenaga
kerja kontrak. Sehingga hubungan industrial terselapat terjalin dengan baik
dan saling menguntungkan. Lebih jauh lagi selaihteesebut apabila terjadi
suatu konflik antara pengusaha dengan para tenaga kontrak, maka dapat
diselesaikan dengan mudah, jelas dan tegas denganijak pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkanpaeterintah tersebut.

Menurut Budiono, (Sendjun H Manulang, 1995:23®)¢bem tahun 1977
sebenarnya sudah terdapat beberapa ketentuan yamgjibkan pengusaha untuk
memberikan jaminan dan ganti rugi bila terjadi rbaki atau resiko yang
menimpa pekerjanya yaitu antara lain:

1. Peraturan Kecelakag®ngevallenregeling) 1939;

2. Peraturan Kecelakaan Pel&8thepen Ongevallenregeling) 1940; dan

3. Undang-Undang Kecelakaan Nomor 33 Tahun 1947.

Namun, pada kenyataannya masih banyak pengusalm tidak mematuhi,
sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor TABun 1977 tentang
Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK).

Pada saat sekarang ini peraturan perundang-undarygaigy
mengatur mengenai masalah Jaminan sosial tenagma kadalah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminasialSo
Tenaga Kerja, yang diantaranya pada Bab | Pasalyat &
menyatakan Jamsostek adalah suatu perlindungandregga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengginii
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayasdagai
akibat peristiwa seperti kecelakaan kerja, sakitniy bersalin, hari
tua dan meninggal dunia. Dengan demikian ruandclipglamsostek
ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kéara jaminan
hari tua dan jaminan kesehatan.(Adi Abu Fatih. 20b#p://
www.hayatulislam.net/html). [10 Mei 2007].



Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah N&@dahun 1995
tentang Penetapan Badan Penyelenggara Programaba®asial Tenaga Kerja
Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

(1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asurarssal Sbenaga
Kerja yang didirikan berdasarkan Peraturan Penariftlomor
19 Tahun 1990, ditetapkan sebagai Badan Penyelengga
program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimanakguml
dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

(2) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asurarsal Sbenaga
Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diubahanga
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. JarfSiosial
Tenaga Kerja.

Berdasarkan hal tersebut PT Jamsostek ditetapldoagai badan
penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang likientiigas untuk
menyelenggarakan dan memberikan perlindungan gam&an sosial tenaga
kerja kepada setiap tenaga kerja yang sedang naekkan hubungan kerja.

Dengan demikian kecemasan dan kekhawatiran yagma ini
membayangi para pekerja khususnya tenaga kerjaakonintuk mendapatkan
perlindungan dan jaminan sosialnya apabila mereséagalami kecelakaan kerja
sudah seharusnya semakin berkurang, karena peatemieingan kebijakannya
telah mengeluarkan peraturan perundang-undangak nmengatur hal tersebut,
dan telah menunjuk PT Jamsostek (Persero) sebadantpelaksananya, tinggal
bagaimana pelaksanaanya oleh para pihak di lapangan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atasils ingin membahas
permasalahan dan pelaksanaannya lebih lanjut kadsuatu karya ilmiah yang
berbentuk skripsi dengan judUlPELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK

PADA PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER?”.



[.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan %amgdh ambil dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program jaminan keceldiega terhadap
tenaga kerja kontrak pada PT Jamsostek (PersebanGalember?

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban tenaga kerja kordgedlagai peserta
program jaminan kecelakaan kerja pada PT Jams@Bekero) Cabang
Jember?

3. Bagaimanakah prosedur pengajuan klaim tenaga ken&rak pada PT
Jamsostek (Persero) Cabang Jember?

I.3 Tujuan Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yaegdak dicapai, yaitu:
[.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yamgriikan guna
meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum WsitasrJember;

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan hirkum yang
diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yangat#irdalam kehidupan
masyarakat;

3. Untuk menyumbangkan sedikit pemikiran bagi masyatrpeda umumnya
dan khususnya bagi para mahasiswa Fakultas HukdenAlenamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan grogaminan
kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja kontrak pRilaJamsostek
(Persero) Cabang Jember;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajigsraga kerja
kontrak sebagai peserta program jaminan kecelakeaja pada PT
Jamsostek (Persero) Cabang Jember;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengdfleim tenaga
kerja kontrak pada PT Jamsostek (Persero) Cabamgeie



I.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalatiagepenulisan karya
tulis ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk mer&@n, mengembangkan dan
menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yasmarbdan dapat di
pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun metode penelitian sebagai proses untuk meeem aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-dakthukum guna menjawab
isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilk@gumentasi, teori atau
konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaasalah yang dihadapi.
(Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Penelitian skripsi ini agar mengandung kebenaraig yaempunyai syarat
karya ilmiah, maka digunakan metode penelitian gablaerikut :

[.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisarpskini adalahyuridis
normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkagnerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, keanudlihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yabghdis dalam skripsi ini
(Peter Mahmud Marzuki, 2005:30).

I.4.2 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan informasi dan jawaban yang s$esleéngan
permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini gleatdn masalah yang
digunakan adalah pendekatan undang-und@ajute approach). Pendekatan
undang-undandstatute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regualsi yang bersangkut paut dengarhugum yang sedang
ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

[.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk mergmnabrta

memecahkan suatu masalah yang terdapat dalameradiitian. Adapun sumber

bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripadalah:



a. Sumber Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfaeesitoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer iterdari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dgdembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmuzlikia2005:141).
Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primeg yhgunakan
dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan sknipsdalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JaminamiSdtenaga
Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sisteminda Sosial
Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 TentangeRmggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor AGn&007 Tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah NomoiTdun 1993
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial)d &&aja;

Serta peraturan perundang-undangan yang lainnya lyarkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas.
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentalkgm yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikadang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentarkdan atas putusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).
c. Sumber Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber non hukum yangmakan untuk
melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer damsek yang masih dirasa
kurang memadai oleh penulis dalam rangka digunakamk menjawab rumusan
permasalahan yang ada.

Bahan non hukum yang digunakan berasal dari waavanseminar, dan
kuliah termasuk di dalamnya media elektronik yagusumber dari internet (Peter
Mahmud Marzuki, 2005:164).



I.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakanmdganulisan
skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu metodagpmpulan bahan hukum
yang dilakukan dengan cara membaca dan mempediajaain-bahan pustaka yang
berkaitan dengan materi permasalahan yang aka.ddahan-bahan tersebut
berupa peraturan perundang-undangan yang sesugardegrermasalahan yang
diangkat serta penelusuran buku-buku dari bidargumy hal ini dikarenakan
dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatasalah perundang-
undangar(statute approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:195).

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam pssuliskripsi ini
adalah menggunakan analisieskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau pengolahamtmthan hukum yang non
statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41).

Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian disusuara sistematis
dan terarah, untuk selanjutnya dilakukan pengoldtzdran-bahan hukum dengan
cara diklasifikasikan, diteliti, ditelaah, dan d#diea berdasarkan teori dan
peraturan perundang-undangan yang jelas dan lengRagian akhir dari
penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpularadabentuk argumentasi yang
menjawab isu-isu hukum dan memberikan preskripsddsarkan argumentasi
yang telah dibangun dalam suatu kesimpulan (Pesgmiiid Marzuki, 2005:171).



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tenaga Kerja
[1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Definisi mengenai tenaga kerja mencakup pengerfiekerja/ buruh,
pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mepekerjaan, orang-orang yang
berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagsnjahit dan lain-lain,
sehingga secara umum tenaga kerja adalah setiag gasg mampu melakukan
suatu pekerjaan baik yang sudah memiliki pekerjataialam hubungan kerja
maupun diluar hubungan kerja maupun yang belum iiempekerjaan. Dengan
demikian setiap pekerja/ buruh sudah tentu adatmaga kerja, tetapi setiap
tenaga kerja belum tentu pekerja/ buruh.

Berikut ini adalah pengertian atau definisi daenaga kerja yang
dikemukakan oleh beberapa ahli yang diantarany@lada
Payaman Simanjuntak (Sendjun H. Manulang, 1990&8)yampaikan bahwa :

Tenaga kerjgman power) adalah penduduk yang sudah atau sedang
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yaraksamakan
kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus ruarajga.

Iman Soepomo (1990:4) menyatakan bahwa secara utenaga kerja adalah
semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaanlkecua

a. anak-anak yang berumur 14 (empat belas) tahunelamikawin;

b. mereka yang berumur 14 (empat belas) tahun keafasntasih
mengunjungi sekolah untuk waktu penuh;

c. mereka yang karena usia lanjut, cacat, baik jasmmipun rohani
sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan;

d. mereka karena sesuatu tidak diperbolehkan melakpdiaerjaan.

F.X. Dumialdji (1987:3) mengemukakan bahwa antsfnisi buruh dan tenaga
kerja adalah berbeda berdasarkan hubungan keija,:ya

Buruh adalah tiap orang yang mampu melakukan pekegli dalam
hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jas& memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukatn gekerjaan
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untudmmnuhi
kebutuhan masyarakat.

10
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Selain definisi dari para ahli, pengertian tenéigga juga diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang diantaranya hadaRBasal 1 Angka 2
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketemagahn yang
menyebutkan Tenaga kerja adalah setiap orang yangpo melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik unémenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 T&lfiP tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga menegaskan babnagd kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dataumpun di luar hubungan
kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk emehnn kebutuhan

masyarakat.

11.1.2 Pengertian Tenaga Kerja Kontrak

Secara umum belum ada literatur maupun perajpeamndang-undangan
yang secara tegas mengatur dan memberikan def@misi batasan-batasan yang
jelas mengenai tenaga kerja kontrak, akan tetagaldim peraturan pelaksanaan
terdapat beberapa penjelasan implisit yang dapaindkan sebagai acuan dalam

memberikan penjelasan mengenai tenaga kerja koryiil:

Pasal 1 Angka 2, 3 dan, 4 Keputusan Menteri Tetag@ Republik Indonesia
Nomor : KEP-150/ MEN/ 199fentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Baorigan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu yang menyebutkan bahwa:

Tenaga kerja harian lepas adalah Tenaga kerja pakgrja pada
pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yangoah-ubah
dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dernganerima
upah berdasarkan atas kehadirannya secara harian.

Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yangrjaebada
pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengarerima
upah berdasarkan atas volume pekerjaan atau dssdkerja
Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjiaja keaktu
tertentu yang selanjutnya disebut tenaga kerjapgan kerja waktu
tertentu, adalah tenaga kerja yang bekerja padgupaha untuk
melakukan pekerjaan tententu dengan menerima upahg y
didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan ketjk waktu
tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
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Pasal 1 angka 1 dan 2 Keputusan Menteri TenagaaKegn Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor : KEP.100/ MEN/ VI/ 200dntang Ketentuan
pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu Mentéenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia yang menyatakamvbah

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutysebut PKWT
adalah perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertsai untuk
pekerjaan tertentu.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selémja disebut
PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/ budéngan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yaripb&tap

11.1.3 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaannya, tenaga kerjailikierhak dan
kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan derggbagaimana mestinya.
Mereka berhak untuk mendapatkan atau memperolelalasespsuatu yang
memang seharusnya menjadi miliknya, namun demikiereka juga harus
melaksanakan segala kewajiban yang telah menjaatu skesepakatan untuk
mereka laksanakan.

Hak-hak dari tenaga kerja tersebut antara la@teddsebagai berikut:

1. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan perghgang layak

bagi kemanusiaan.
Salah satu tujuan penting dari masyarakat pancasdalah
memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja umiekiperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kessahteHal ini
sesuai dengan maksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-dn@asar
1945.

2. Tiap tenaga kerja berhak memilih dan atau pinddenpean sesuai
dengan bakat dan kemampuannya.

Di samping jaminan hidup yang layak, tenaga kerimaj
menginginkan kepuasan, yang datangnya dari pelaksamekerjaan
yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan denganiksemangkin

untuk mana ia mendapat penghargaan.

Berdasarkan prinsip inilah kepada tiap tenaga kelijaerikan

kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai. Dalam nigialou ini

harus diusahakan untuk membantu tenaga kerja dal@engadakan
penyesuaian pekerjaan.

3. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahliankdgaijuran
untuk memperoleh serta menambah keahlian dan kepédea kerja,
sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikerkbandalam
rangka mempertinggi kecerdasan dan ketrampilana kegbagai
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaags$a.
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4. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keseslamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja perlakuan yang
sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Maksudnya supaya aman di dalam melakukan pekesjelaari-hari
dalam rangka meningkatkan produksi dan produkgvitasional,
maka tenaga kerja harus dilindungi dari berbagaisqadan di
sekitarnya yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan
pekerjaannya.

5. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi gatag
perserikatan tenaga kerja.

Perserikatan tenaga kerja atau yang sekarang tlisebkat pekerja
perlu diadakan untuk melindungi dan memperjuandéepentingan
tenaga kerja. (Sendjun H. Manulang, 1990:7).

Sebagai konsekuensi dari hak-hak yang merekdgbenmaka para tenaga
kerja juga memiliki tanggung jawab untuk melakdam kewajiban dengan
sebagaimana mestinya. Akan tetapi tidak semua dekexga memiliki keharusan
untuk melaksanakan kewajiban. Seperti halnya yatahtdijelaskan di atas
bahwa tenaga kerja memiliki pengertian yang sahget sekali, baik itu tenaga
kerja yang sudah memiliki pekerjaan maupun yangirbememiliki pekerjaan.
Oleh karena itu tenaga kerja yang memiliki tanggjavgab untuk melaksanakan
kewajiban adalah tenaga kerja yang sudah memikkiegaan, dalam hal ini
adalah para pekerja/ buruh. Sementara itu merekg lyalum memiliki pekerjaan
tidak memiliki tanggung jawab sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut kewajiban yang haradksiihakan oleh tenaga
kerja dalam hal ini pekerja/ buruh menurut AbdulaKim (2003:26) antara lain
adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas/ pekerjaan sesuai yang dipgganjdengan
sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata)

2. Melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapantiigan oleh orang
lain tanpa izin dari pengusaha (Pasal 1603 a KUidd&a)

3. Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaaal(Pa83 b KUH
Perdata)

4. Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yantpke di rumah/
tempat majikan bila pekerja tinggal di sana (Pasé03 c¢ KUH
Perdata)

5. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya seagek I(Pasal
1603 d KUH Perdata)

6. Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601 w KUtd&@a)
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I1.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
[1.2.1 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Menurutinternational Labour Organization (ILO) dalam majalah ASTEK
social security pada prinsipnya adalah perlindungan yang diberikdah
masyarakat untuk para warganya, melalui berbagahauslalam menghadapi
risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat meitggtkan terhentinya atau
berkurangnya penghasilan.

Sedangkan pengertian jaminan sosial tenaga kegygdikemukakan oleh
beberapa ahli yang diantaranya adalah:
Harun Alrasjid (Sentanu Kertonegoro, 1982:12) miasjean bahwa :

Jaminan sosial merupakan perlindungan kesejahtarasyarakat
yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintabkumenjaga
dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Iman Soepomo (1990:138) menyatakan bahwa :

Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterim& fiheuh dalam
hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pa&er jadi
menjamin kepastian pendapat@ncome security) dalam hal buruh
kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya

Kenneth Thomson (Asikin, Z.H.A, 1993:78) menyebutkahwa:

Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindurygaug diberikan
oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuka@esiko atau
peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauimgkin untuk
menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebgdng akan
mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagiarr lpesaghasilan,
dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau gamsosial
tenaga kerja keuangan terhadap konsekuensi ekataiterjadinya
peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangduodcga dan anak.

Lalu Husni (2004:152) mengemukakan bahwa :

Jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungantbagga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang, (jaminan kexmtakerja,
kematian, dan tabungan hari tua), pelayanan kemehgakni
jaminan pemeliharaan kesehatan.

Sendjun H. Manulang (1990:131) mendefinisikan bahwa

Jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan yangadidmk tenaga
kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayananpdagobatan
yang merupakan pengganti penghasilan yang hilaag laerkurang
sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dial&hitenaga kerja
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berupa kecelakaan kerja, hamil, bersalin, hari to@pinggal dunia

dan menganggur.

Peraturan perundang-undangan juga memberikan iglefmengenai
jaminan sosial yaitu diantaranya adalah :
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Td98? tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa :

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perliradudglam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagiapedghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagstgberistiwva
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja bekegalakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan megaiglunia.
Menurut Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 TaHi974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosialyemenkan bahwa :

Jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritasalsadalah

seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan Keeegan sosial

bagi warga negara yang diselenggarakan oleh petalerdan/ atau

guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Sementara itu Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Ugdésmor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mem&b bahwa Jaminan
sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sasiak menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Tend{grja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-03/ MEN980, juga
menyebutkan bahwa Program jaminan sosial adalahrgro yang meliputi
jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua/ pensketelakaan/ cacat dan meninggal

dunia bagi tenaga kerja dan/ atau keluarganya.

11.2.2 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang NaoBndiahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka prograng gamula berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 terdnitaga jenis ditingkatkan

menjadi empat jenis. Perubahan program terseblatadabagai berikut:
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NO | PP Nomor 33 Tahun 1977 Undang-Undang Nomor 3 Tahu
1992

1. | Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK) Jaminan Kecetak&erja (JKK)

2. | Tabungan Hari Tua (THT) Jaminan Hari Tua (JHT)

3. | Asuransi Kematian (AKm) Jaminan Kematian (JKm)

4 - Jaminan Pemeliharaan Keseha

(JPK)

belum memberikan pelayanan

(Bersifat wajib bagi perusahaan yan

kesehatan kepada pekerja/ buruh).

(Abdul Khakim, 2003:70).

tan

Adapun pengertian empat jenis program jaminariakdsnaga kerja
tersebut seperti halnya di kemukakan oleh Zulaiah@éb (2001:143-146) adalah

sebagai berikut:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja ladalatunan
berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutdya b
pemeriksaan, biaya pengobatan dan/ atau perawdbéa
rehabilitasi serta santunan sementara tidak maragerja, santunan
cacat sebagian untuk selama-lamanya baik fisik mraumpental.
Santunan kematian sebagai akibat peristiwa berepel&kaan kerja.

. Jaminan Kematian

Yang dimaksud dengan jaminan kematian adalah samtkematian
berupa uang tunai dan santunan berupa uang untggaeti biaya
pemakaman, seperti pembelian tanah (sewa/ refyjlpesi jenazah,
kain kafan, transportasi dan lain-lain yang bedw@ilengan tata cara
pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama genc&gaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daeramgrassing
tenaga kerja yang bersangkutan.

3. Jaminan Hari Tua

Yang dimaksud dengan Jaminan Hari Tua adalah samtberupa
uang yang dibayarkan sekaligus atau berkala athagsm dan
berkala kepada tenaga kerja karena :

a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahuny ata

b. cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.
Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminani haa
dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yaditm yang ada
pada saat janda atau duda meninggal dunia masihjadnen
tanggungan janda atau duda tersebut. Jaminan baridapat
dibayarkan kepada tenaga kerja yang belum mencagb5 (lima
puluh lima) tahun yaitu dalam hal tenaga kerjahtet@empunyai
masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) @dumengalami
pemutusan hubungan kerja.
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4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Yang dimaksud dengan jaminan pemeliharaan kesehadatah
jaminan berupa pelayanan kesehatan yang diberikpada tenaga
kerja atau suami atau istri yang sah dan anak yaegifat
menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan lkeaeh
pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemuddédsehatan.
Secara rinci kepada tenaga kerja atau suami arayasg sah dan
anak diberikan paket jaminan pemeliharaan kesehdasar yang
meliputi :

rawat jalan tingkat pertama

rawat jalan tingkat lanjutan

rawat inap

pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan

penunjang diagnostik

pelayanan khusus

pelayanan gawat darurat.

@~ooooTw

[1.2.3 Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Keja

Program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkatukumemberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasidduarga sebagai
pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yalagnghi Berdasarkan hal
tersebut tujuan dari jamsostek secara umum adadak hanya memberikan
perlindungan, pelayanan dan kesejahteraan terhzatappesertanya namun juga
termasuk keluarganya.

Tujuan dari jamsostek secara lebih lanjut dikeakak oleh Sukarna
Suriatmaja (2005:10) yaitu antara lain:

a Meningkatkan produktivitas para buruh perusahasahingga
menimbulkan peningkatan produksi perusahaan;

b. Mempercepat proses pemerataan hasil pembangunamguraagi
kesenjangan dalam bidang pemeliharaan dan pelaykasghatan
bagi masyarakat buruh beserta keluarganya;

c. Meningkatkan peran serta sektor perusahaan seos&waggroyong
bersama-sama pemerintah;

d. Terlaksananya pola pemeliharaan kesehatan yangifefefsien,
dan rasional.

Program jamsostek selain memiliki tujuan sepe&tsebut diatas juga
mempunyai manfaat yang besar bagi para pihak bhékgperusahaan maupun

tenaga kerja. Menurut Payaman J.Simanjutak (1983:4nfaat dari jamsostek

antara lain adalah sebagai berikut.
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1. Adanya program permanen. Ini berarti pengusahatdapkakukan
perencanaan yang pasti untuk tenaga kerjanya, gahglumnya
setiap pengeluaran untuk peristiwa-peristiwva tersebersifat
mendadak sehingga tidak dapat diperhitungkan téridhulu;

2. Minimal pengusaha sudah dapat mengalihkan seb&gamjiban
kepada PT Jamsostek terutama yang menyangkut ghertian
kecelakaan kerja, kematian dan hari tua;

3. Jaminan yang diberikan oleh PT Jamsostek akannilartciptakan
ketenangan kerja, hubungan positif dengan tenaga ¥&ng sangat
diperlukan untuk kegairahan dan semangat kerjar&k kenaikan
produksi masing-masing perusahaan, yang pada nyiliea akan
menumbuhkan rasa untuk ikut bertanggung jawab #ah derta
memilikinya;

4. Adanya kepastian terhadap resiko-resiko sehingdekpiyang
dipekerjakan menjadi terjamin terutama untuk meimgl tenaga
kerja yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh pEsiigimn guna
kebutuhan anggota keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahuwvhaiojuan dan manfaat
dari jamsostek sangat berpengaruh besar dalam ygangdptaan hubungan kerja
yang kondusif bagi pengusaha maupun bagi tenaga, k&rena pada dasarnya
mereka saling membutuhkan satu sama lain demi jednya program dan cita-
cita perusahaan.

I1.2.4 Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mengenai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Keridahir dalam peraturan
perundang-undangan yang diantaranya adalah sdferjait :

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tali®92 Tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa :

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimanakdud dalam

Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan teagiga kerja

yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kegaasalengan

ketentuan Undang-undang ini.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun T@3fang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa Pengusahtedaga kerja wajib ikut
serta dalam program jaminan sosial tenaga kerjdarkan di dalam Pasal 2
Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1@®8ahg Penyelenggaraan

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskanaah
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Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebhdyakpuluh)
orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit
Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) sebulan, wajib nlertgertakan
tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenkega
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Untuk menjadi peserta program Jamsostek suatwsaleaan dapat
melakukan pendaftaran dengan cara :
a. Menghubungi kantor PT Jamsostek (Persero) setemepdékat;
b. Mengisi formulir Jamsostek 1 untuk pendaftaran genaan;
c. Mengisi formulir Jamsostek la untuk pendaftaraagerkerja;
d. Mengisi formulir Jamsostek 1b untuk pendaftararategggung program
JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan);
e. Membayar iuran | (pertama) sesuai dengan jumlaly yatah ditetapkan
PT Jamsostek (Persero).
Selanjutnya guna tertib administrasi kepesertgang perlu mendapatkan
perhatian perusahaan adalah sebagai berikut :
a. Mendaftarkan seluruh tenaga kerja dengan upah seingnarnya diterima
tenaga kerja;
b. Mengisi formulir pendaftaran sesuai data yang sabsfa diterima tenaga
kerja;
c. Membayar iuran secara teratur selambat-lambatnpggtd 15 bulan
berikutnya dengan formulir rincian iuran;
d. Melaporkan setiap perubahan upah dan tenaga kerja.
I1.3 Kecelakaan Kerja
11.3.1 Pengertian Kecelakaan Kerja
Pengertian kecelakaan kerja yang dilindungi pnograni adalah
kecelakaan kerja yang terjadi berhubung dengan rg#u kerja, termasuk
penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikiala kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah metamppat kerja dan pulang ke

rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilgMiaimun, 2004:87).
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Sementara itu menurut Suma’mur (1988:5) menyatakdmva kecelakaan
kerja yaitu kecelakaan akibat kerja adalah kecelakberhubungan dengan
hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerjai diapat berarti bahwa
kecelakaan dapat dikarenakan oleh pekerjaan/ padktuwmelaksanakan
pekerjaan.

Pengertian kecelakaan kerja juga dikemukakan oehSulaksmono
(1997) kecelakaan kerja adalah :

Suatu kejadian yang tak terduga dan yang tidakhdikdaki yang
mengacaukan suatu proses aktivitas yang telahrdigacelakaan
terjadi tanpa disangka-sangka dalam sekejab mada, sktiap
kejadian tersebut terdapat empat faktor yang bakgdalam satu

kesatuan berantai yakni : lingkungan, bahaya, atxal dan
manusia.(Buchari. 2007. http://www.USRepository). (4 Oktober
2007).

Di dalam peraturan perundang-undangan juga tetdagangertian
mengenai kecelakaan kerja yaitu diantaranya adalah:
Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tal@® lentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja menyebutkan:

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadiubeing dengan
hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul dabungan kerja,
demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalaetjafanan
berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pgulkerumah
melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Sementara itu dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undomgor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyataddawd

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadinddlubungan
kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam lpega dari rumah
menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakig ydgisebabkan
oleh lingkungan kerja.

Dalam Pasal 1 Butir 7 Permennaker Nomor : PERNEBN/ 1994 Tentang
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, juga terdagragertian keelakaan kerja
yaitu:

Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungana,k
termasuk penyakit yang timbul karena hubungan ld=aikian pula
kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berandkait rumah
menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalunjdlemsa atau
wajar dilalui.
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[1.3.2 Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja

Ruang lingkup kecelakaan kerja dapat diklasifka@s menjadi dua
macam yang diantaranya adalah :
1. Kecelakaan Pada Waktu Kerja

Kecelakan yang terjadi pada waktu kerja ini tewdari:

a. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumahuju ke tempat
kerja atau pulang dari tempat kerja melalui jalamg wajar dan biasa
dilalui.

b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan pa&ersesuai dengan
tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-harg ydiberikan oleh
perusahaan di tempat kerja maupun di luar tempga lselama waktu
kerja.

c. Kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja tetapsimalalam waktu kerja,
seperti jam istirahat sebagaimana diatur dalamnmdadang.

d. Kecelakaan yang terjadi ketika menjalankan tugasuke kota atau ke
luar negeri yaitu selama perjalanan dari rumah tgepat kerja menuju
tempat tugas dan sebaliknya perjalanan pulang Kers@mpai tempat
semula.

e. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan Rerjeour yang harus
dibuktikan dengan surat perintah lembur.

f. Perkelahian yang terjadi di tempat kerja dan dapbtktikan bahwa
perkelahian tersebut adalah suatu kecelakaan kerja.

2. Kecelakaan Yang Terjadi di Luar Waktu Kerja
Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja daaamya meliputi:

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakamtieegolah raga
yang harus dibuktikan dengan surat tugas dari paaa.

b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pekaid yang
merupakan tugas dari perusahaan dan harus diboktlemgan surat
tugas.

c. Kecelakaan yang terjadi di sebuah perkemahan yangda di lokasi

kerja (base camp) atau kegiatan di luar jam kerja dan di luar wakega
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(tidur, istirahat) serta yang bersangkutan bebas datiap urusan

pekerjaan.

Sementara itu kecelakaan yang tidak dapat dildasikan sebagai
kecelakaan kerja adalah :

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau Ifaur lainnya, dimana
yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan mangadi tugas dan
tanggung jawabnya, kecuali jika yang bersangkutandapat panggilan
atau tugas dari perusahaan, maka dalam perjalantuk tmemenuhi
panggilan tersebut yang bersangkutan dijamin ofefmamsi tenaga kerja
(termasuk cuti haji).

b. Kecelakaan yang terjadi diess perkemahan yang tidak berada di lokasi
(tempat) kerja.

c. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atadamia rangka
melaksanakan kegiatan bukan merupakan tugas dasaratuntuk
kepentingan perusahaan.

d. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkotaninggalkan
tempat kerja untuk kepentingan pribadi.

Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang — Undang Nomofahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakawabalalam hal ini tenaga
kerja yang dimaksud adalah juga meliputi:

a. orang yang magang dan murid yang bekerja pada gieaas yang
menerima upah maupun tidak;

b. mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang membgekerjaan
adalah perusahaan;

c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

11.3.3 Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerjaupakan resiko yang
dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjabmiuk menanggulangi
sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatlkdnkematian atau cacat atau
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental maka upesidanya jaminan
kecelakaan kerja (Lalu Husni, 2004:156).
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Jaminan ini memberikan pelayanan medis berupaygmeinuhan dan
pemulihan kepada tenaga kerja yang mengalami Kexaatakerja dan santunan
selama tidak mampu menjalankan pekerjaan akibatldde@an kerja. Tenaga
kerja yang dilindungi oleh program ini tidak hangekerja/ buruh tetapi juga
peserta magang, murid/ siswa yang sedang mengikaitiek kerja, orang yang
memborong pekerjaan dan narapidana yang dipekergikaerusahaan (Maimun,
2004:87).

Menurut Zulaini Wahab (2001:152) dalam Pasal 9dahg-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagpa,Kmenyatakan bahwa
jaminan kecelakaan kerja mencakup hal-hal sebag#dut ini:

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalamidiexzn kerja
ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk Ipay@longan

pertama pada kecelakaan;

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawaamsa di
rumah sakit termasuk rawat jalan;

c. Biaya rehabilitasi berupa alat Banforthese) dan atau alat ganti
(prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang ata
tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;

d. Santunan berupa uang, yang meliputi:

1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya,;
3. santunan cacat totoal untuk selama-lamanya, bsik finaupun

mental;
4. santunan kematian.

1.4 Profil PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) memggleses yang
panjang. Dimulai dari UU Nomor 33 Tahun 1947 jo Bldmor 2 Tahun 1951
tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri PehnlanrgPMP) Nomor 48 Tahun
1952 jo PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang pengatugartubn untuk usaha
penyelenggaraan kesehatan buruh.

Selain itu PMP Nomor 15 tahun 1957 tentang pemixamntuyayasan
Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang petokan Yayasan Dana
Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU Nomor Tehun 1969 tentang
Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis prdabsnya asuransi sosial

tenaga kerja semakin transparan.
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Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, bahkyangkut
landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cargefeErggaraan, pada tahun
1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dedgasiuarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksaprogram asuransi
sosial tenaga kerja (Astek). PP ini mewajibkanapepemberi kerja/ pengusaha
swasta dan BUMN untuk mengikuti program Astek. Ttepola PP Nomor 34
Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenglstek, yaitu Perum
Astek. (http://www.Suara Kary@nline.com/html).(14 Maret 2007).

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undangdhg Nomor 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjas@ggk). Dan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 ditetayyeaRT Jamsostek sebagai
badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga KerjagraPn Jamsostek
memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kbaatminimal bagi tenaga
kerja. dan keluarganya. Ini dilakukan dengan merkhari kepastian
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan kelsabgaai pengganti sebagian
atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibi&brsosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah qugigerbitkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminaialSNasional (SJSN),
yang berhubungan dengan Amandemen Undang-Undangr O0#8l5 dengan
perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana MajelisiBgawaratan Rakyat (MPR)
telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kinbubgr "Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi selukyaralan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengeabat kemanusiaan"”.
Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan easan kepada pekerja
sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meniagkahotivasi maupun
produktivitas kerja.

Kiprah perseroan yang mengedepankan kepentinganhdknnormatif
tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut. Samgati i, PT Jamsostek (Persero)
memberikan perlindungan 4 program, yang mencakupgrBm Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), JamiHari Tua (JHT), dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluarfaga kerja dan

keluarganya.
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Dengan penyelenggaraan yang makin maju, programsdstek tidak
hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha,jteta berperan aktif dalam
meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kessgdn masyarakat dan

perkembangan masa depan bangsa.



BAB llI
PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Thadap Tenaga
Kerja Kontrak Pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Jaber.

Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak ata:aj@nsosial tanpa
mendiskriminasikan status yang mereka sandang ibaigtatus sebagai tenaga
kerja kontrak maupun sebagai tenaga kerja tetapenkien tersebut dapat kita
lihat dalam peraturan perundang-undangan yang nizeitaku saat ini yaitu
diantaranya dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undamd 3NTahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pékenuh dan keluarganya
berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga.kerja

Di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang NomoiaBuin 1992 Tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga menyebutkan bahwa

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimanakdud dalam
Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan teagiga kerja
yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kegaaselengan
ketentuan Undang-undang ini.

Kemudian selain hal tersebut dalam Pasal 17 Undbmzng Nomor 3 Tahun

1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga nieksma bahwa Pengusaha
dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam progranmramsosial tenaga kerja.

Seperti yang kita ketahui bahwa masih terbatasitratur dan peraturan
perundang-undangan yang membahas serta membesgkarsidnengenai tenaga
kerja kontrak maka dalam skripsi ini pengertiamgenai tenaga kerja kontrak
penulis mengacu kepada Keputusan Menteri Tenagia Kep-150/ Men/ 1999
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosiagdeferja Bagi Tenaga
Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian KerjakW/ Tertentu. Sehingga
yang dimaksud dengan tenaga kerja kontrak melipeiaga kerja harian lepas,
tenaga kerja borongan dan, tenaga kerja yang laekerflasarkan perjanjian kerja
waktu tertentu yang selanjutnya disebut tenagaakpgrjanjian kerja waktu
tertentu.

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Kep-150/ Mer@4 dinyatakan secara
tegas bahwa tenaga kerja kontrak berhak atas jansiosial tenaga kerja yang
berbunyi:

26
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(1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga hiapn lepas,
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam programngmsosial
tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

(2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimanaksud pada
ayat (1) meliputi jaminan kecelakaan kerja, jamirkeamatian,
jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan

Sementara itu tata cara pendaftaran kepesertaagetdmerja kerja kontrak sebagai
peserta jaminan kecelakaan kerja ini, dapat dilitzdam Pasal 6 Kep-150/ Men/
1999 yang menyatakan bahwa :

Tata cara pendaftaran kepesertaan tenaga kerfmHagas, borongan
dan perjanjian kerja waktu tertentu untuk prograamipan sosial

tenaga kerja kepada Badan penyelenggara sesuatuaatePeraturan
mengenai Tenaga Kerja Nomor PER-05/ MEN/ 1993 tenRetunjuk

Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran lurambdyaran

Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Akan tetapi pada saat ini PER-05/ MEN/ 1993 tegt®etunjuk Teknis
Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Perabay8antunan, dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah diseakan dengan
dikeluarkannya PER — 12/ MEN/ VI/ 2007 sehinggaadaimembahas tata cara
pendaftaran kepesertaan tenaga kerja kontrak sepeggrta jaminan kecelakaan
kerja dalam skripsi ini, penulis menggunakan PERAMEN/ VI/ 2007 Tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayhram, Pembayaran
Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kemudian lebih lanjut lagi mengenai tata caraasbdsarnya penbayaran
iuran dan besarnya jaminan bagi tenaga kerja Kopieaerta jaminan kecelakaan
kerja ditetapkan berdasarkan Peraturan PemerintamoN 14 Tahun 1993
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosiagdéfexrja, Sesuai dengan
Pasal 8 dan Pasal 15 Kep-150/ Men/ 1999. Akan itgtagaturan pemerintah
tersebut juga telah disempurnakan dengan dikelnagka Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang lRRdran Kelima Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentangelnggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
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Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui badwags tidak ada
perbedaan antara tenaga kerja kontrak dan tenaga ketap dalam hal
memperoleh jaminan sosial. Akan tetapi dalam impletaisinya sering kali tidak
sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan gargrundangan, seringkali
tenaga kerja kontrak mendapatkan perlakuan yarizedar

Dari penjelasan di atas maka untuk mendapatkaimgmkecelakaan kerja
bagi tenaga kerja kontrak adalah dengan cara tekaga kontrak tersebut
terlebih dahulu harus terdaftar sebagai pesertgrgmo jamsostek. Berdasarkan
ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 Ayat €tatBran Pemerintah No.14
Tahun 1993, pengusaha wajib mendaftarkan perusataantenaga kerjanya
sebagai peserta program Jamsostek pada PT. Jakn@@stsero) dengan mengisi
formulir yang disediakan oleh PT. Jamsostek (Pe)ser

Mengenai bentuk formulir pendaftaran kepesertaasebut, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER — 12/ MEN/ VI/ Z0Pasal 2 Ayat (1)
menyebutkan bahwa;

Setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kizese
program jaminan sosial tenaga kerja kepada BadageRsggara
harus mengisi formulir :

a. Pendaftaran perusahaan (formulir Jamsostek 1)

b. Pendaftaran tenaga kerja (formulir Jamsostek 1a)

c. Daftar upah/ rincian iuran tenaga kerja (formwdimsostek 2a).

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (3) Permennaker NorR&R — 12/ MEN/
VI/ 2007 dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemeririmh 14 Tahun 1993
mengatakan bahwa pengusaha harus menyampaikanlifodamsostek tersebut
kepada PT. Jamsostek selambat-lambatnya 30 hat siierimanya formulir
tersebut oleh pengusaha yang bersangkutan. PAyak 24) Permennaker Nomor
: PER — 12/ MEN/ VI/ 2007 menyatakan bahwa kepasertdalam program
Jamsostek dimulai tanggal 1 bulan berikutnya s&akulir Jamsostek diterima
oleh PT. Jamsostek.

Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari pengusedebtt, PT Jamsostek
menetapkan besarnya iuran jaminan kecelakaan kegaai dengan kelompok,
jenis usahanya dan kemudian memberitahukan besarrgia program jaminan
sosial tenaga kerja kepada pengusaha yang bergsangk@Pasal 3 Ayat (1)
Permennaker Nomor : PER — 12/ MEN/ VI/ 2007). Sebagnda kepesertaan
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perusahaan dan tenaga kerja dalam program Jamsosédda PT. Jamsostek
menerbitkan sertifikat kepesertaaan dan kartu feesssuai dengan ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a d&PtNo. 14 Tahun 1993 dan
Pasal 3 Ayat (2) dan (3) Permennaker Nomor : PER~MEN/ VI/ 2007.
Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak fdimpendaftaran dan
pembayaran iuran pertama diterima, PT. Jamsostanerhitkan dan
menyampaikan kepada perusahaan, yakni sertifikpédertaan untuk masing-
masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan @emsidn kartu peserta untuk
masing-masing tenaga kerja kontrak sebagai tangasketaan dalam program
Jamsostek.

Di dalam Pasal 6 Ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993, ya&kan bahwa
kartu peserta program Jamsostek tersebut harusnpisiean oleh pengusaha
kepada masing-masing tenaga kerja dalam waktu ¢pddéimbat 7 hari sejak
diterima dari PT.Jamsostek. Kartu peserta ini karlsampai berakhirnya masa
kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan dalegnapr jamsostek. Pasal 6
Ayat (4) PP No. 14 Tahun 1993 menyebutkan bahwaggrkerja yang pindah
tempat kerjanya dan masih menjadi peserta programmsqgstek, harus
memberitahukan kepesertaannya kepada perusahaamgiat bekerjanya yang
baru dengan menunjukkan kartu peserta.

Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (4) PP No. 14 Tahun 19@Byatakan bahwa
pengusaha berkewajiban untuk melaporkan kepadaJ&Tisostek jika terjadi
perubahan mengenai alamat perusahaan, kepemilikamsghaan, jenis atau
bidang usaha, jumlah tenaga kerja dan keluargaesgta ®esarnya upah setiap
tenaga kerja. Laporan ini disampaikan paling lamBattujuh) hari sejak
terjadinya perubahan. Laporan tentang perubahaelter diperlukan oleh PT.
Jamsostek untuk menerbitkan kartu peserta baggéehkarja baru, kecuali jika
tenaga kerja yang bersangkutan telah mempunyai gaderta.

Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjaakaga mejadi
peserta Jamsostek, diwajibkan membayar iuran kepddaJamsostek. luran
untuk program jaminan kecelakaan kerja, sepenutitgaggung oleh pengusaha.
Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Permennaker NomoiR PE2/ MEN/ VI/ 2007,

pengusaha harus membayar iuran pertama kali, yiéaitgrdy berdasarkan jumlah
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upah seperti yang tercantum dalam formulir jamsogtelan formulir jamsostek
la. Sedangkan dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap bulan berdasarkan
upah bulan yang bersangkutan yang diterima oledggekerja dibayarkan paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada PT. Jst@isoApabila perusahaan
terlambat untuk membayarkan iuran, maka perusadleeamdikenai denda.

Besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaaja ldidasarkan atas
kelompok jenis usaha (lampiran 11) sebagaimana yamgpat dalam Pasal 9
Ayat (1) huruf a PP No. 14 Tahun 1993, adalah ssildaeyikut :

Kelompok | : 0,24% dari upah sebulan
Kelompok I : 0,54% dari upah sebulan
Kelompok 11 : 0,89% dari upah sebulan
Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan
Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan

Jaminan Kecelakaan kerja diberikan oleh PT. Jamkd8tersero) kepada
tenaga kerja kontrak yang terdaftar sebagai pegeogram jamsostek. Tenaga
kerja kontrak yang tidak terdaftar sebagai pes¢atasostek, mendapatkan
jaminan kecelakaan kerja bukan dari PT. Jamsoskdrséro) tetapi dari
perusahaan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 12 Ay&®F No. 14 Tahun 1993 dan
Pasal 9 Undang-undang No. 3 Tahun 1992, jaminaal&le&an kerja ini berupa
penggantian biaya yang meliputi:

1. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalamildiean kerja ke
rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pe&gain pertama pada
kecelakaan;

2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sadlamamah sakit,
termasuk rawat jalan;

3. Biaya rehabilitasi berupa alat Bantorthese) atau alat gantipfothese)
bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang @dak berfungsi
akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian biaya tersebut, tenaga kerjarddoryang tertimpa
kecelakaan kerja juga diberi santunan berupa udasga{ 12 Ayat (2) PP No. 14
Tahun 1993) yang meliputi :
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1. Santunan sementara tidak mampu bekerja, yakni s@amtuntuk tenaga
kerja yang sementara tidak mampu bekerja karendrdalam perawatan
dokter,;

2. Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya, gakmiinan untuk
hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggotahtubnaga kerja untuk
selama-lamanya;

3. Santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fimupun mental,
yakni santunan untuk tenaga kerja yang tidak mabgkerja sama sekali
untuk selama-lamanya,;

4. Santunan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang PelayBifladamsostek
(Persero) Cabang Jember (14 Desember 2007) makeoldip penjelasan bahwa
selama tenaga kerja kontrak yang tertimpa kecetakaga masih belum mampu
untuk bekerja maka, pengusaha tetap membayar upahga kerja yang
bersangkutan sampai penetapan akibat kecelakapn dixkukan oleh Menteri.
Berdasarkan permintaan pembayaran jaminan kecelakega yang diajukan
oleh pengusaha, maka PT. Jamsostek (Persero) mpkaethesarnya santunan
dan penggantian biaya. Penggantian biaya terséayatkan oleh PT. Jamsostek
(Persero) kepada pengusaha, sedangkan santunaibayarkan kepada tenaga
kerja atau keluarganya. Apabila jaminan kecelakaaja dibayar terlebih dahulu
oleh pengusaha, maka PT. Jamsostek (Persero) mampayggantian jaminan
kepada pengusaha sebesar penetapan PT. Jamsessskd)?

Pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT. Jasis@ersero) Cabang
Jember terhadap peserta Jamsostek yang mengalacelakaan kerja
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah uliseb dalam Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelengy&@gram Jamsostek.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam LampiraReraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 20@ntdng Perubahan
Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 319Bentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga, Keaja besarnya jaminan
kecelakaan kerja yang diberikan oleh PT. Jamsdstglada peserta jamsostek

yang mengalami kecelakaan kerja adalah sebagéuberi
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A. Santunan.

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMBbufan
pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75%ak sebulan
dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.

2. Santunan cacad :

a.

santunan cacad sebagian untuk selama-lamanyeyadian
secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya % defehix
80 bulan upah;

. santunan cacad total untuk selama-lamanya dikeayssecara

sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala dengan ryssar

santunan adalah :

b.1. santunan sekaligus sebesar 70% x 80 bulan upah

b.2. santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (diwe ribu
rupiah) selama 24 (dua puluh empat ) bulan;

santunan cacad kekurangan fungsi dibayarkarrsssekaligus

(Lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : %rbedaya

fungsi x % sesuai tabel x 80 bulan upah.

3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligusgtum) dan
secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

a.

b.

C.

Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan ge&iyang-
kurangnya sebesar santunan kematian;

Santunan berkala sebesar Rp.200.000,- (dua mawgupiah)
selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- (daayptah).

B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biagaliktuarkan :

O~NO U~ WNPE

. Dokter;

. Obat;

. Operasi;

. Roentgen, laboratorium;

. Perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas I;
. Gigi;

. Mata;

. Jasa tabib/ sinshe/ tradisional yang telah nyatan ijin resmi

dar| instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristk@aelakaan
tersebut pada B1 sampai dengan B8 dibayarkan maksiRp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian eéiarbalat Bantu
(orthese) dan/ atau alat penggantir¢these) diberikan satu kali
untuk setiap kasus dengan patokan harga yang pktetaoleh
Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah di@mbah
40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitagiiknmaksimum
sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

Besarnya santunan dan biaya pengobatan/ biaya gmasama
dengan huruf A dan huruf B.
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E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempatlieg] kecelakaan
kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaymgai berikut:

1. bilamana hanya menggunakan jasa angkutan dswagai/
danau maksimum sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ri
rupiah);

2. bilamana hanya menggunakan jasa angkutan lalsimal
sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh rifpiah);

3. bila mana hanya menggunakan jasa angkutan udaksimal
sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus dpiah).

Sedangkan tabel persentase santunan tunjangan tetegatsebagian dan
cacat-cacat lainnya berdasarkan Lampiran Il PeaatUuPemerintah Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang PerubahamEeRtas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang PenyeleaggaProgram Jaminan

Sosial Tenaga Kerja adalah :

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN o X UPAH
» Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40
* Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35
» Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35
» Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30
» Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan keaijaw 32
» Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawp 28
» Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70
» Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35
» Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50
» Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25
» Kedua belah mata 70

» Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekajf 5 3

* Pendengaran pada kedua belah telinga 40

* Pendengaran pada sebelah telinga 20
MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN Vo X UPAH

* lbu jari tangan kanan 15

 lbu jari tangan Kkiri 12

» Telunjuk tangan kanan 9

» Telunjuk tangan Kiri 7

» Salah satu jari lain tangan kanan 4

« Salah satu jari lain tangan Kiri 3

* Ruas pertama telunjuk kanan 4,5

* Ruas pertama telunjuk Kiri 3,5

* Ruas pertama jari lain tangan kanan 2

* Ruas pertama jari lain tangan Kiri 15

» Salah satu ibu jari kaki 5

» Salah satu jari telunjuk kaki 3

» Salah satu jari kaki lain 2
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CACAT-CACAT LAINNYA % X UPAH
» Terkelupasnya kulit kepala 10-30
* Impotensi 30
» Kaki memendek sebelah :
» kurang dari 5 cm 10
e 5-75cm 20
e 7,5cm atau lebih 30
* Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap
10 desibel 6
* Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap
10 desibel 3
» Kehilangan daun telinga sebelah 5

CACAT-CACAT LAINNYA % X UPAH
» Kehilangan kedua belah daun telinga 10
» Cacat hilangnya cuping hidung 30
» Perforasi sekat rongga hidung 15
» Kehilangan daya penciuman 10
» Hilangnya kemampuan kerja phisik
* 51%-70% 40
e 26 %-50% 20
e 10%-25% 5
» Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70
» Kehilangan sebagian fungsi penglihatan 7
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 %
Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri beeheg
maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumys
kehilangan efisiensi penglihatan :
(3 x % ef. peng. terbaik) + % ef. peng. terburuk.
» Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 % 7
» Kehilangan penglihatan warna 10
» Setiap kehilangan lapangan pandang 10 % 7

Dalam hal pemberian santunan sementara tidak maeierja (STMB),
maka PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember menetéskava santunan
tersebut diberikan kepada korban selama batas wsdnpai korban tersebut
dinyatakan sembuh dan mampu untuk bekerja kembpalers sediakala yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yan@ierk

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan PT.Jarkg@stesero) Cabang
Jember, maka setiap kecelakaan kerja harus disitagan laporan dari pihak
Kepolisian setempat. Namun demikian jika laporarri deopolisian yang
dimaksud tidak ada maka harus diperkuat dengarygiran dari saksi-saksi yang
menyatakan bahwa korban adalah benar-benar merig&kgrlakaan kerja.
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Selain dari hal tersebut PT. Jamsostek sendiri filenim penyelidik yang

bertugas untuk mengetahui apakah kecelakaan tergaboul dalam ruang

lingkup pekerjaan atau terjadi di luar dari ruamgkup pekerjaan, namun jika
tenaga kerja dalam perjalanan pulang ke rumah Baeematu hal atau suatu
kejadian melalui jalan yang biasa dilalui dan méma kecelakaan, maka hal ini
juga termasuk dalam pengertian kecelakaan kerfdkas terjadinya kecelakaan
tersebut tidak lebih dari satu minggu setelah demyga kecelakaan, sehingga
tenaga kerja yang bersangkutan tetap mendapatkanga kecelakaan kerja dari

PT. Jamsostek (Persero).

3.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Kontrak SebagaiPeserta Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Jamsostek (PerseroCabang
Jember.

Walaupun program jaminan sosial tenaga kerja imsifs¢ wajib bagi
setiap pengusaha maupun tenaga kerja akan tetapppsaertanya juga memiliki
hak dan juga diharuskan untuk melaksanakan kewagkhagaimana yang telah
ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangamiian pula bagi para
tenaga kerja kontrak yang menjadi peserta jaminacelkkaan kerja pada
PT.Jamsostek (Persero) Cabang Jember, mereka jugajibdan untuk
melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagai pgaseriaan kecelakaan kerja
pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember. Nammikiate mereka juga
memiliki hak yang dapat mereka ajukan sebagai feganinan kecelakaan kerja
sepertihalnya yang terdapat dalam peraturan pengrailadangan.

Kewajiban tenaga kerja kontrak sebagai pesertinganmkecelakaan kerja
pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember jugeseparéihalnya tenaga kerja
yang lain. Kewajiban ini merupakan segala sesuamgynemang harus dilakukan
oleh para tenaga kerja kontrak ini sebagai pes@ménan kecelakaan kerja dan
apabila kewajiban ini kurang atau tidak dilaksamagabagaimana mestinya maka
mereka juga akan mendapatkan sanksi dan juga dapagurangi hak-hak
mereka yang seharusnya mereka peroleh. Kewajib@egae kerja kontrak ini

antara lain adalah:
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Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) KEP-150/ MEED®9 Tenaga kerja
dan pengusaha diwajibkan untuk mengisi formulir dggrtaan sebagai
peserta jaminan kecelakaan kerja pada PT. Jamd0ateng Jember.
Formulir tersebut terdiri dari :
a. Formulir Jamsostek (HBK/1 (F1);

Pendaftaran Perusahaan;
b. Formulir Jamsostek (HBK/1a (F1a):

Pendaftaran Tenaga Kerja;
c. Formulir Jamsostek (HBK/1b (F1b):

Daftar Susunan Keluarga;
d. Formulir Jamsostek (HBK/1b (F1b-1):

Lampiran Daftar Susunan Keluarga;
e. Formulir Jamsostek (HBK/1c (F1c):

Daftar Tenaga Kerja Keluarga,
f. Formulir Jamsostek (HBK/1d (F1d):

Laporan Perubahan Susunan Keluarga,
Menyerahkan daftar upah atau rincian iurangarrja dengan mengisi
formulir Jamsostek 2a dan menyerahkannya kepadddpisostek Cabang
Jember (dalam hal ini dilakukan oleh pengusaha).
Melaporkan kepada pengusaha apabila terjadibpban jumlah dan
susunan keluarga yang kemudian pengusaha akanariegapya kepada
PT. Jamsostek Cabang Jember.
Membayar iuran dengan cara mengisi formulirgydaelah disediakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal terjadi perubahan status hubungaja Kenaga kerja yang
mengakibatkan perubahan kepesertaaan program jansiosial tenaga
kerja, maka tenaga kerja kontrak harus memberiehukepada
pengusaha dan kemudian pengusaha harus membeaitalpgtubahan

tersebut kepada PT. Jamsostek (Persero) Cabangdemb
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Dari hasil wawancara dengan Bagian PelayananaRisdstek (Persero)
Cabang Jember (14 Desember 2007) diperoleh ketmargphwa selain
kewajiban seperti di atas yang harus dipenuhi glata tenaga kerja kontrak,
mereka juga diberikan hak-hak yang dapat merekalgiersebagai peserta
program jaminan kecelakaan kerja pada PT. Janks(Reesero) Cabang Jember.
Hak-hak dari para tenaga kerja kontrak ini diamtgasadalah:

1. Tenaga kerja kontrak berhak memperoleh, Sertiflkepesertaan bagi
Perusahaan dan kartu peserta Jamsostek bagi tesrgmgéontrak.

2. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PP No.14 74893, tenaga kerja
yang tertimpa kecelakaan berhak atas jaminan Wexata kerja berupa
penggantian biaya yang meliputi:

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalamiddexan kerja ke
Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaytol@egan
pertama pada kecelakaan;

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawekama di Rumah
Sakit, termasuk rawat jalan;

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantorthese) dan atau alat ganti
(prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilaang tddak
berfungsi akibat kecelakaan kerja.

3. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) PP No.14 Tah@3,1€elain penggantian
biaya sebagaimana dimaksud di atas, kepada ter&agajang tertimpa
kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupg yamg meliputi:

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;

b. Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;

c. Santunan cacad total untuk selama-lamanya Ekrhaupun mental;
dan atau

d. Santunan kematian.

3.3 Prosedur Pengajuan Klaim Tenaga Kerja Kontrak Rda PT. Jamsostek
(Persero) Cabang Jember.

Seperti halnya yang telah dikemukakan di atas balpekksanaan

program jaminan kecelakaan kerja terhadap tenagm kentrak pada PT.

Jamsostek (Persero) Cabang Jember dilaksanakarnssperdihalnya tenaga kerja
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yang lain, maka dalam pengajuan klaim, tenga kkgatrak juga dilakukan
seperti halnya tenaga kerja yang lain.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) PP No. 14 Tahun 1993 martikah bahwa
pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama kecklakaan bagi tenaga
kerja yang tertimpa kecelakaan. Untuk mendapatkaminan kecelakaan kerja
apabila ada peserta Jamsostek yang mengalami kaael&erja, maka terlebih
dahulu pengusaha harus melaporkan kecelakaan karjg menimpa peserta
Jamsostek tersebut kepada Kantor Departemen Téfexgam dan PT. Jamsostek
setempat serta mengajukan permintaan pembayaranajankecelakaan kerja
sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan da&maturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor : PER — 12/ MEN/ VI/ 2007 Tentang PguknTeknis Pendaftaran
Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran SanDarafPelayanan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan hal tersebutctata atau proses yang harus
dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan jankeaelakaan kerja adalah
sebagai berikut.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) Permennaker Nomor : PER/-MEN/ VI/ 2007
menyebutkan bahwa Pengusaha wajib melaporkan detizglakaan kerja yang
menimpa tenaga kerjanya kepada Instansi yang lggag jawab di bidang
Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara setenijzajasdaporan kecelakaan
kerja tahap | dalam waktu tidak lebih dari 2 x 8dig kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mefugimulir Jamsostek 3, serta
melampirkan foto copy kartu peserta. Akan tetapi Jaimsostek (Persero) Jember
memberikan tolerensi terhadap ketentuan Pasal 8(Ay&i sampai dengan batas
waktu satu minggu sejak terjadinya kecelakaan.

Selain hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat (B PEL2/ MEN/ VI/
2007 pengusaha juga diwajibkan untuk mengirimkgoran kecelakaan kerja
tahap Il kepada Instansi yang bertanggung jawatidding ketenagakerjaan dan
Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi fordainsostek 3a dalam
waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluhpat) jam setelah tenaga kerja
yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan sur&grdgan dokter yang

menerangkan:



39

a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telakhieratau

b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; ata

c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya bsilkkrfiaupun mental; atau

d. Meninggal dunia.
Penyerahan laporan kecelakaan kerja tahap |l kaliggis merupakan pengajuan
permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerjadeepd. Jamsostek dengan
melampirkan :

a. Foto copy kartu peserta ;

b. Surat Keterangan Dokter formulir Jamsostek 3h &t;

c. Kuitansi Biaya Pengobatan dan Pengangkutan;

d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Namun apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud tds &urang atau
tidak lengkap, maka badan penyelenggara dalamnhadialah PT. Jamsostek,
harus memberitahukan kepada pengusaha selambadtiaraly (tujuh) hari sejak
laporan kecelakan kerja tahap Il diterima. Setak@mua persyaratan dan bukti-
bukti telah dilengkapi oleh pengusaha maka PT. darek akan menghitung
besarnya santunan dan penggantian biaya. Berdaspekhitungan sebagaimana
dimaksud di atas maka PT. Jamsostek akan membagggantian biaya kepada
pengusaha dan membayar santunan kepada tenagatkerjeluarga.

Pasal 12 Ayat (1) PER — 12/ MEN/ VI/ 2007 juga nmeng dalam hal
terjadi perbedaan penetapan mengenai Kecelakaga &mau bukan Kecelakaan
Kerja, maka Pengusaha atau tenaga kerja/ keludega lmdan penyelenggara
mememinta penetapan kepada pegawai pengawas katernjagn. Berdasarkan
permintaan sebagaimana dimaksud maka pegawai pasdatienagakerjaan dan
petugas badan penyelenggara mengadakan peneliian pdmeriksaan atas
kecelakaan tersebut, kemudian dari hasil penelitan pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan membuat penetapan apekelakaan kerja yang
dilaporkan tersebut benar-benar kecelakaan keajatatkan termasuk kecelakaan
kerja, kemudian apabila penetapan pegawai pengeat@sagakerjaan tidak dapat
diterima oleh salah satu pihak maka pihak yangamgjisutan dapat mengajukan

keberatan kepada menteri tenaga kerja dan traresnigr
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Dalam hal tenggang waktu menunggu keputusan medetega kerja dan
transmigrasi tersebut pada Pasal 12 Ayat (5) PER2~ MEN/ VI/ 2007
dinyatakan bahwa pengusaha wajib membayar terlebdhulu biaya
pengangkutan, pengobatan dan perawatan kepadaat&rgg sesuai ketentuan
yang berlaku, kemudian daripada itu PT. Jamsostgja jdiwajibkan untuk
membayar jaminan kecelakaan kerja sesuai dengantkan yang berlaku.

Sementara itu pada Pasal 13 Ayat (1) sampai deAgah(4) mengatur
dalam hal terjadinya perbedaan besarnya santunag gi#erima oleh tenaga
kerja/ keluarganya disebabkan adanya pelaporan ty@aigbenar oleh pengusaha
kepada Badan Penyelenggara maka tenaga kerja gasanigkutan berhak untuk
meminta perhitungan kembali kepada pegawai pengakeienagakerjaan.
berdasarkan permintaan tersebut pegawai pengawtemnakakerjaan dapat
meminta pertimbangan dokter penasehat untuk megfaiapersentase cacat.
Kemudian apabila penetapan pegawai pengawas kelesrggpn tidak dapat
diterima oleh salah satu pihak, maka pihak yangaregkutan dapat mengajukan
keberatan kepada menteri terkait, sambil menungmetapan menteri tersebut
dan ternyata tenaga kerja telah dinyatakan semheth dokter yang merawat,
maka PT. Jamsostek diwajibkan untuk membayar biggnggantian
pengangkutan, pengobatan, perawatan dan santuaantsean tidak mampu
bekerja kepada pengusaha, sedangkan santuan eagalibayarkan setelah ada
penetapan menteri.

Pada Pasal 13 Ayat (3), (4) dan, (5) menyatakarwéatialam hal
besarnya santunan yang ditentukan oleh badan pesgketenagakerjaan lebih
besar daripada santunan yang dibayarkan oleh B&@aryelenggara, maka
pengusaha wajib membayar kekurangannya. namun lapedtentuan tersebut
tidak dapat diterima oleh pengusaha atau tenaga/ kexluarganya, maka pihak
yang bersangkutan dapat mengajukan kepada mergeagd kerja dan
transmigrasi, dan pada akhirnya penetapan mentfagaimana dimaksud
merupakan keputusan akhir dan wajib dilaksanakaeh opihak yang

bersangkutan.



BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sefgd maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap tenaga kerja baik itu seliegapa kerja tetap
maupun sebagai tenaga kerja kontrak berhak untuldapatkan jaminan
kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh PT. okeks (Persero)
Cabang Jember. Karena dalam kenyataannya resikp ryeemeka hadapi
atas setiap pekerjaan yang mereka lakukan adajarspma.

2. Para tenaga kerja kontrak sebagai peserta jamiaaeldkaan kerja pada
PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember juga mefmalikidan kewajiban
yang sama seperti tenaga kerja yang lain. SemeittarBT Jamsostek
(Persero) Cabang Jember juga tidak akan membeddddam melayani
tenaga kerja kontrak tersebut sesuai dengan parapgrundang-undangan
yang berlaku.

3. Dalam hal pengajuan klaim kecelakaan kerja bag pamaga kerja kontrak
tidak ada perbedaan dengan tenaga kerja yangP@inlamsostek (Persero)
Cabang Jember juga selalu berusaha untuk membedanmemenuhi
klaim tersebut karena klaim tersebut merupakandaak para tenaga kerja
kontrak tersebut.

4.2 Saran

1. Mengingat masih sangat sedikitnya peraturan m@mg-undangan yang
mengatur mengenai masalah tenaga kerja kontraka mpekulis berharap
kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan sagtuasi yang baru
yang dapat memberikan perlindungan dan dapat mengadasi segala hak
dan kewajiban para tenaga kerja kontrak, sehinggaeka memiliki
pegangan yang pasti dalam setiap pekerjaan yarekenk&kukan.

2. Bagi para pengusaha yang mempekerjakan tenaga Kentrak, penulis
berharap para pengusaha hendaknya berupaya untfaftegkan tenaga

kerja kontraknya sebagai peserta program Jamsdsgtekusnya pada
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program jaminan kecelakaan kerja. Karena setiagrsdn yang mereka
lakukan juga selalu memiliki resiko seperti tenkgga yang lain.

3. Dikarenakan pengaturan sanksi yang diberikan epetah terhadap
pengusaha yang tidak mengikutsertakan tenaga karjdalam program
jamsostek masih sangat lemah, maka penulis bertsanagya pemerintah
dapat dengan tegas memberikan sanksi tersebut @amonjuk lembaga

tertentu sebagai badan pelaksananya.
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